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Kepada Yang Mulia
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-
2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III
DPR RI, yaitu Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H.
Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa,
S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-
363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T.,
S.H., M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343);
Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S.
Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H,,
M.Kn. (No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-
565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin
Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan H. Arsul Sani, S.H., M.Si.,
Pr.M (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun



sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut ----------------—--——-cooo- DPR.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia nomor 349.51/PUU/PAN.MK/PS/07/2022 tertanggal 15 Juli
2022 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan
keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan
permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya
disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Muhammad Hasan Basri
(Wiraswasta, Pedagang)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Irwani, S.H., Zain
Maulana Husein, S.H., M.Kn., Moh. Rivai Arisandi, S.H., Makbul Mubarak,
S.H., advokat pada Ahmad Irwan & Associates, baik secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai-------- Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap Permohonan
Pengujian UU Perdagangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU PERDAGANGAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN
TERHADAP UUD NRI 1945.
Dalam permohonan a gquo Pemohon mengajukan pengujian materiil
terhadap Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang berketentuan sebagai
berikut:

Pasal 29 ayat (1)
“Pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau
barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi
kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas
perdagangan barang.”

Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU
Perdagangan dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2)
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.”



Pasal 28D ayat (1)
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum.”

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak
konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya
ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan karena frasa “jumlah dan
waktu tertentu” menyebabkan pelaku usaha jaringan distribusi masih
dapat menyimpan minyak goreng pada saat terjadi kelangkaan barang,
gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang
dalam jumlah dan waktu tertentu meskipun tindakan tersebut terlarang
(vide perbaikan permohonan hlm 5).

Bahwa dengan berlakunya ketentuan sebagaimana objek
permohonan a guo, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan dengan petitum
sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk
seluruhnya;

2. Menyatakan frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu” dalam
ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

3. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5512) adalah bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak



dimaknai, “pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan
pokok dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan barang,
gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang”;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

II. KETERANGAN DPR
A.KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Terkait kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam
pengujian Undang-Undang a quo secara materiil, DPR memberikan
pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional
berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006 /PUU-
[I/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai

parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

1. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945
e Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang
dimohonkan pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945 tidak
mengurangi hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 karena Pemohon tetap dapat melakukan aktivitas
dagangnya sebagaimana kesehariannya. Adanya frasa “dalam
jumlah dan waktu tertentu” dalam Pasal 29 ayat (1) UU
Perdagangan justru melindungi Pemohon sebagai pelaku usaha
untuk tetap memiliki bahan baku untuk menjalankan
kelangsungan usahanya. Selain itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1)

UU Perdagangan juga melindungi hak masyarakat terhadap
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penghidupan yang layak karena menjamin tidak ada pelaku
usaha yang melakukan penyimpanan barang kebutuhan pokok
dan/atau barang penting pada saat terjadi kelangkaan dan/atau
gejolak harga.

e Bahwa terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun
1945, dengan adanya ketentuan “jumlah dan waktu tertentu
pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau
hambatan lalu lintas perdagangan barang” dalam ketentuan
pasal a quo telah memberikan jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum terhadap Pemohon dan pelaku usaha lainnya
sehingga tidak akan dikenakan sanksi secara semena-mena.
Ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan bukanlah
ketentuan yang berdiri sendiri melainkan satu kesatuan
ketentuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena
ayat (2) mengatur pengecualian dari pelaku usaha yang dapat
melakukan penyimpanan terhadap barang kebutuhan pokok
dan/atau barang penting jika digunakan sebagai bahan baku
atau sebagai persediaan barang untuk didistribusikan. Pada
Pasal 29 ayat (3) diamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai
penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau Barang

penting dalam peraturan presiden.

2. Terkait adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang
dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu
undang-undang

Bahwa dalam perbaikan permohonannya, Pemohon tidak
menguraikan secara jelas pertautan antara hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan
ketentuan yang dimohonkan pengujian. Sehingga menjadi tidak
jelas bagaimana sesungguhnya hak dan/kewenangan
konstitusional Pemohon diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945

tersebut dilanggar dengan berlakunya ketentuan pasal a quo.



Bahwa Pemohon selaku pengusaha pecel lele sama sekali tidak
dihalangi untuk berdagang pecel lele sebagai mata pencaharian
untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Kemudian adanya ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam
peraturan pelaksana sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 ayat
(3) UU Perdagangan yang menjadi parameter dikenakannya
larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU
Perdagangan, Pemerintah telah memenuhi amanat pengaturan
pada pasal tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun
2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020. Pengaturan tersebut
menunjukan bahwa negara telah memberikan bentuk jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam
ketentuan Pasal 28D ayat (1) NRI Tahun 1945.

Selain itu, adanya frasa “dalam jumlah dan waktu tertentu”
yang dianggap Pemohon telah merugikan hak dan/atau
kewenangan konstitusionalnya justru merupakan parameter pada
kondisi apa penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau
barang penting tidak diperbolehkan bahkan dikenakan sanksi
sebagaimana diatur dalam Pasal 107 UU Perdagangan. Bahwa
dengan demikian, tidak ada hak dan/atau kewenangan
konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan adanya ketentuan

pasal a quo.

. Terkait adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat
spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi

Bahwa dengan tidak adanya uraian Pemohon mengenai
pertautan antara kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon
dengan berlakunya ketentuan Pasal a quo, menjadi tidak jelas juga

apakah kerugian konstitusional tersebut merupakan kerugian
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spesifik dan aktual atau kerugian konstitusional yang bersifat
potensial.

Bahwa jika petitum Pemohon untuk menghapuskan frasa
“dalam jumlah dan waktu tertentu” pada ketentuan Pasal a quo UU
Perdagangan dikabulkan untuk dihapus, justru akan berpotensi
menimbulkan kerugian terhadap kelangsungan usaha Pemohon
dan masyarakat luas yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi.

. Terkait adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara
kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang
dimohonkan pengujian

Bahwa berdasarkan pandangan DPR RI sebagaimana telah
diuraikan pada angka 1 sampai 3 di atas, dalil Pemohon bahwa hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dilanggar dengan
keberlakuan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan tidaklah
benar. Bahwa dalil Pemohon yang beranggapan frasa “dalam dan
jumlah waktu tertentu” pada Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan
mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan tingginya harga minyak
goreng sudah jelas tidak memiliki hubungan sebab akibat (causal
verband) atas kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
Pemohon dalam kaitannya dengan keberlakuan Pasal a quo UU

Perdagangan.

Terkait adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa karena tidak ada hubungan pertautan antara dalil
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon
dengan pasal a quo UU Perdagangan, maka jelas tidak ada
kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang
dilanggar maupun dirugikan dengan berlakunya pasal a quo.

Dengan demikian menjadi tidak relevan lagi bagi Mahkamah
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Konstitusi untuk memeriksa, mempertimbangkan pokok perkara,
dan memutus permohonan a quo, karena Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum (legal standing).

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan
tanpa hubungan hukum” (no action  without legal connnection),
Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan
hukum/kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana termuat
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang
dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20
September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR
berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
(legal standing) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan
Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak
memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan
dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian,
terhadap kedudukan hukum Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya
kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk
mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan

hukum.

B.PANDANGAN UMUM
1. Bahwa sebagaimana berpedoman pada amanat Pancasila dan UUD
NRI Tahun 1945, perekonomian nasional harus dilaksanakan
berdasarkan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi menekankan
pada perekonomian yang berbasis kerakyatan. Demokrasi ekonomi
sebagaimana tertuang di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun
1945 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan nasional,

yakni terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa



pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan
untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun
1945. Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui
kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam
pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan
daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan
pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam negeri.
Bahwa Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa
negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang
banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh
lapisan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan perdagangan,
menjadi keharusan bagi negara untuk menciptakan iklim
persaingan usaha yang sehat berbasis demokrasi ekonomi sebagai
usaha mencapai kesejahteraan umum. Oleh karenanya,
pengaturan dalam UU Perdagangan bertujuan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas
kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan
berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan,
kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan
lingkungan.

Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk
berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan
atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien
sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya
ekonomi pasar yang wajar. Selain itu, setiap orang yang berusaha
di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan
wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan

ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari
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kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik

Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

C.KETERANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sistem perdagangan pangan dunia yang semakin terbuka
atau pasar bebas menyebabkan harga produk pangan di dalam
negeri ikut terpengaruh oleh situasi dan kondisi harga internasional.
Kondisi tersebut dan berbagai masalah ketersediaan dan distribusi,
menyebabkan harga komoditas pangan, terutama pangan strategis
seperti beras, kedelai, daging sapi, cabai dan bawang merah menjadi
berfluktuasi. Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan
kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, pemerintah harus
melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga, seperti harga
jatuh pada saat panen raya, dan harga melambung pada saat di luar
panen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan
kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen
mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai
konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang
terjangkau. Selain itu, kebijakan stabilisasi harga pangan berperan
dalam memantapkan ketahanan pangan, ketahanan ekonomi dan
ketahanan/stabilitas politik nasional.

2. Bahwa perlu untuk dipahami, ketentuan Pasal 29 UU Perdagangan
terdiri atas 3 (tiga) ayat yang merupakan satu kesatuan pengaturan,
yang secara lengkap berketentuan sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok
dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada
saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau
hambatan lalu lintas Perdagangan Barang.

(2) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang kebutuhan
pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu
Jjika digunakan sebagai bahan baku atau sebagai persediaan
Barang untuk didistribusikan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Barang kebutuhan
pokok dan/atau Barang penting diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Presiden.
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3. Bahwa ketentuan pada Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan

merupakan upaya pencegahan pemutusan kekuatan ekonomi oleh
pelaku usaha sehingga tidak membuka peluang pelaku usaha untuk
berkolusi dalam menetapkan harga di pasar, menetapkan jumlah
bahan pokok dan/atau barang penting di pasar, melakukan
differensiasi harga, dan/atau menjual dengan harga yang
sedemikian rendah pada kondisi krisis atau langka secara nasional
sehingga dapat mematikan bisnis pelaku usaha lainnya (predatory
prancing).

.Bahwa terkait dengan penyimpanan barang kebutuhan pokok
dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada

saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan

lalu lintas perdagangan barang, Pasal 29 ayat (3) UU Perdagangan

telah mengamanatkan ketentuan teknis diatur lebih lanjut dengan

peraturan presiden. Berdasarkan amanat UU Perdagangan tersebut,

saat ini telah terbit Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015
tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting yang telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor
59 Tahun 2020 (Perpres 71/2015). Dalam Perpres 71/2015, Barang

Kebutuhan Pokok didefinisikan sebagai barang yang menyangkut

hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang
tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat,

sedangkan Barang Penting didefinisikan sebagai barang strategis

yang  berperan  penting dalam  menentukan = kelancaran
pembangunan nasional.

. Bahwa penetapan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Penetapan Barang Kebutuhan

Pokok berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara
nasional untuk barang tersebut dan juga memperhatikan ketentuan
yang memiliki pengaruh tinggi terhadap tingkat inflasi dan/atau
memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia. Dalam
Perpres 71/2015, minyak goreng merupakan jenis barang

kebutuhan pokok hasil industri. Dalam Perpres 71/2015 mengatur:
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Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau
hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan
Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di Gudang
dalam jumlah dan waktu tertentu.

(2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi stok atau
persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar dengan
waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-rata
penjualan per bulan dalam kondisi normal.

(3) Pelaku Usaha dapat melakukan penyimpanan Barang Kebutuhan
Pokok dan/atau Barang Penting dalam jumlah dan waktu tertentu
apabila digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong
dalam proses produksi atau sebagai persediaan Barang untuk
didistribusikan.

Bahwa berdasarkan pengaturan tersebut maka jelas penjelasan atas
parameter jumlah dan waktu tertentu dalam Pasal 29 ayat (1) UU

Perdagangan adalah jumlah diluar batas kewajaran yang melebihi

stok atau persediaan barang berjalan, untuk memenuhi pasar

dengan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan catatan rata-

rata penjualan per bulan dalam kondisi normal. Dengan demikian

DPR berpandangan ketentuan Pasal 29 avat (1) UU Perdagangan

memberikan perlindungan kepada konsumen mengingat pelarangan

vang termuat ditujukan untuk mengantisipasi pelaku usaha

melakukan pelanggaran atas penyvimpanan barang kebutuhan pokok

dan/atau barang penting melebihi jumlah dan waktu tertentu vang

ditetapkan. Parameter jumlah dan waktu tertentu tersebut

ditetapkan untuk memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum terhadap pelaku usaha dalam melakukan usahanvya.

. Bahwa Pemohon mendalilkan tindakan penimbunan/penyimpanan
oleh pelaku usaha dan jaringan distribusinya menyebabkan minyak
goreng menjadi langka apalagi ketika pemerintah menerapkan harga
eceran tertinggi (HET). Penetapan HET tidak efektif menahan laju
kenaikan harga minyak goreng atau membuat minyak goreng
menjadi tersedia di pasar (vide perbaikan permohonan hlm 6, 10,

dan 13). Terhadap dalil tersebut, DPR menerangkan sebagai berikut:
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a. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan Dirjen Perdagangan
Dalam Negeri dalam rapat dengar pendapat umum dengan
Komisi VI di DPR pada 24 Maret 2022, total kebutuhan rumah
tangga terhadap minyak goreng tercatat + 3.927 juta liter/tahun
atau t 327 juta liter/bulan. Selain itu, disampaikan pula bahwa
pemenuhan kebutuhan minyak goreng telah diupayakan
pemenuhannya melalui produksi dalam negeri sejumlah 3,3 juta
liter/tahun berupa minyak goreng kemasan bermerek. Data
tersebut tersaji sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambaran Neraca Produksi CPO Dalam Negeri
Kaitannya dengan Minyak Goreng

Neraca 44 ... HKebutuhan Konsumsi
Produksi CPQ

Minyak Goreng

e 7
Pronuke CFK 4545 € anr s Curan Indursa! 1619200 1848 401 826 kvl
nex . Gl St L. i Towl BOS0.GU0  STTSZSETOT  109%
Total Pasoxan (Supply} a1828  Bro28 !
Nazmmen Comast
aigan Baze Fpen
=g
155 = Tolal Kebutuhan
7276 7270 Rumah Tangga
Total Keb, Domastik 17848 18362 +3.927 jt liter/tahun
Kemman Eamer
¢ " 3an2 atau
M e +327 jt liter/bulan
1 1arg
2 27
Ty 34971 4051

Towi Keb. Ekspor 34007 34823

Keterangan:
Tabieh estimas kebuluhan Konsumts Muiyih goreng nasionat
dotarn daiam satu tahun

Surber. AP, doiah Kemendage Sumbes: GIMNIL daiah Kemendag # | kemendaggo.d

Gambaran Produksi
Minyak Goreng Dalam Negeri

3,3 juta liter/tahun
Minyak Goreng
Kemasan Bermersk

te 70 sd 100 »
A Estimas: Jumlah Refinery
il

{Pabrik Minyak Gorang)

Sebaran Pangsa Pasar (#arkst Share) Penjualan Minyak Goreng di Masyarakat

wiliiny S B CBsgmams i) m} WINGSFOCD

Vesmar Nt Satm tomas Bra kaya Smar s Raiwie Ctes Tunas Bany Ry frekan
=2 Frma .

fratama £3r0up raban Lamgaing Alam Semesta
i1 2 i3 4 £ 8 g
Rlarket Share Marhel Shire Waikel Share Murket Share Market Stare nimrket Share tlarket Shars
29,5% 18,1% 13,5% 9.8% 9.3% 4,3% 3,5%
Forhme  127%  Bimol 16.2% Tropeeal 7.6%  Finm 48% Sunco 9.3% Rosebrand 27%  Sedoop 2.0%
Saa 108%  BanokSp 16%  Heman  32%  Kunobbs 40% Tawon 18% Sabana  15%
Sowin £7%  Deting 0.3% 16 Masku 10%
Arands 0.4%  Frois 10%
SRS BN tolah Kemendag # | kemendag.go.id

b. Bahwa upaya penyediaan kebutuhan pangan dalam negeri
memerlukan perencanaan yang matang dimulai dari perencanaan
produksi, pengolahan, sampai dengan distribusinya. Upaya

tersebut memerlukan waktu dan proses yang panjang serta
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melibatkan banyak pihak. Penyusunan prognosa tersebut harus
dilakukan secara tepat dan akurat agar perencanaan dan
kebijakan yang diambil juga tepat sasaran. Prognosa neraca
komoditas pangan strategis Januari-Desember 2022 disampaikan
oleh Kementerian Pertanian pada Komisi IV pada 22 Maret 2022,
komoditas minyak goreng pada awal tahun 2022 sejumlah
618.590 ton sedangkan perkiraan produksi dalam negeri
6.067.350 ton, sehingga total ketersediaan 6.685.940 ton.
Perkiraan kebutuhan minyak goreng pada tahun 2022 yaitu
5.969.376 ton sedangkan kebutuhan bulanan 497.448 ton
sehingga stok akhir 716.564 ton. Kementerian Pertanian
menyatakan secara nasional ketersediaan strategis 2022 dari

produksi dalam negeri cukup aman.

PROGNOSA NERACA KOMODITAS PANGAN STRATEGIS JANUARI-DESEMBER 2022

.:m KoMopTas | STORAWAL | PERKIRAAN TOTAL KEBUTUHAN NERch RENCANA | STOK AKHIR
| 2022 | PRODUKSIDN | KETERSEDIAAN | TAHUNAN  BULANAN |~~~ | IMPOR 2022

i 2 3 {#) EEEw | ®m | m | @Eee-e 9 {10)= 8- (9)

1 |Beras 5272537 | 31812207 37.084.764 | 29.541.440 | 2.461.787 | 7.543.324) 7.543.324

2 llogung | 70123 ¥| 16273637 16.993.760 | 1412733 | 1177283 2.866.364  2.866.364

3 |Kedelai 190970 * 200315 391.285 2.983.511 248626 12592 226)| 2842226 7 250.000

4 |Bawang Merah Ul 1416794 1.416.754 1.179.878 98.323 236.876)

S |BawangPuth | 216.8% 7| 38.001 154.985 621,885 s51.824  (sssuol 606377 | 2304m

6 |CabaiMerah Keriting N 15069 Y 1.215.068 1.010.151 84.179 204,918

7 |Cabai Rawit Merah B 1omasss Y| 1zsasse| 970778 80898 313778

8 |Daging Sapi 62485 " 509,546 572.031 706387 | sB.8e6 134336 193223 U 58.857

9 |Daging Ayam Ras 20.000 7 4.078.707 4.098.707 |  3.195.440 266.287 903.267 903.267

10 |Telur Ayam Ras i 5.925.385 5.025.385 5.310.279 442,523 615.106

11 |Gula Konsumsi 744.206 7| 2.240.000 " 2984206 | 3218897 ") 268241 (234632} 1041627 Y| 806,935

12 |Minyak Goreng 618500 *|  6.067.350 6.585.940 5.969.376 497.448 716.564) 716.564

Secara Nasional Ketersediaan Pangan Strategis Selama Januari — Desember 2022
dari produksi dalam negeri cukup aman, namun untuk komoditas kedelai, bawang
putih, daging sapi, dan guia konsumsi sebagian harus dipenuhi dadi impor.

Sehingga dapat diperhatikan kembali, apa yang diberitakan
sebagai kelangkaan yang berakibat pada kenaikan harga miﬁyak
goreng disebabkan atas distribusi yang belum normal, bukan
disebabkan minimnya pasokan.

Bahwa ketika terjadi gejolak harga pada bahan kebutuhan pokok
dan/atau  barang penting, pemerintah  mengupayakan
pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga

terjangkau salah satunya melalui penetapan kebijakan HET yang
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diatur dalam Peraturan Menteri, sebagaimana diperintahkan
dalam ketentuan Pasal 7 Perpres 71/2015 sebagai berikut:
Pasal 5 ayat (1)

“Dalam kondisi tertentu yang dapat menanggung kegiatan
perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin
pasokan dan stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting”

Pasal 7

“Ketentuan mengenai kebijakan harga barang kebutuhan

Pokok dan Barang Penting dalam rangka mengendalikan

Ketersediaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) dan menjamin pasokan dan stabilitas harga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri.”
Dengan demikian ditetapkannya Peraturan Menteri perdagangan
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang penetapan
harga eceran tertinggi minyak goreng curah pada 16 Maret 2022.
Peraturan tersebut merupakan kebijakan yang didasarkan untuk
menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng curah,
serta keterjangkauan harga minyak goreng curah oleh
konsumen, sehingga dipandang perlu untuk menetapkan harga
eceran tertinggi minyak goreng curah pada saat terjadi gejolak
harga barang kebutuhan pokok dimasyarakat. Dikeluarkannya
kebijakan HET minyak goreng tersebut merupakan tindakan

yang melawan mekanisme pasar, oleh karena itu tidak dapat

berjalan sesuai harapan. Meski demikian DPR tetap mendorong

Pemerintah untuk mengupayvakan pemenuhan kebutuhan rakyat

Indonesia dengan harga terjangkau mengingat kondisi

perekonomian vang juga belum stabil pasca pandemi covid-19

mengakibatkan peningkatan beban ekonomi masvyarakat.

Bahwa kondisi yang tidak sesuai harapan tersebut merupakan
salah satu pertimbangan dicabutnya Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga
Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit karena dianggap tidak

efisien sehingga diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan
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Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi
Minyak Goreng Curah. Dalam hal ini, DPR beranggapan bahwa

Pemerintah vang kurang tegas dalam menindak pihak-pihak

vang dengan sengaja menyembunyikan minyak goreng yvang telah

dinvatakan oleh Kementerian Perdagangan bahwa pasokan

minyak goreng, seperti di Sumatera, mengalami surpus namun

tidak  ditemukan di minimarket dan  pasar rakyat

(https:/ /www.dw.com /id /het-minyak-goreng-dicabut-dpr-tak-
berpihak-pada-rakyat/a-61168810).

Bahwa Pemerintah telah menyalurkan 120.123 ton minyak
goreng curah pada 1-22 Mei 2022 atau 61,72% dari total
konsumsi minyak goreng curah nasional per bulan. Namun
demikian, harga minyak goreng curah masih belum mencapai
harga eceran tertinggi (HET) senilai Rp 14.000 per liter atau Rp
15.500 per kilogram. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis
Nasional (PIHPSN) mendata rata-rata harga minyak goreng curah
nasional senilai Rp 18.550 per Kg pada tanggal 25 Mei 2022.
Provinsi dengan rata-rata harga minyak goreng curah yang
sesuai HET hanya terjadi di Bengkulu, yakni Rp 14.250 per Kg.
(https:/ /katadata.co.id /tiakomalasari/berita/628dedeb2ff2b/ala
san-harga-minyak-goreng-masih-di-atas-het-meski-pasokan-
melimpabh)

Bahwa Presiden pada kunjungannya di Kabupaten Magelang,
Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 2022 menegaskan bahwa
dunia termasuk Indonesia, tengah dihadapkan pada kenaikan
harga pangan dan energi yang signifikan, karena harga minyak
goreng terutama di Eropa dan Amerika mengalami kenaikan
tinggi, dan  diilkuti kenaikan harga dalam = negeri.
(https://money.kompas.com/read/2022/05/22/123522226/ant
isipasi-lonjakan-harga-pangan-dan-energi-jokowi-fokus-cegah-
kenaikan-harga?page=all). Oleh karena itu, produsen minyak
goreng dalam negeri lebih memilih mengekspor sehingga

Pemerintah memutuskan memberlakukan beberapa kebijakan
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untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng berupa Peraturan

Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Perindustrian, dan

Peraturan Menteri Keuangan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 terkait
penyediaan minyak goreng kemasan sederhana dengan skema
pembiayaan dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa
Sawit (BPDPKS), terbit pada 11 Januari 2022;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022 terkait
penerapan mekanisme kebijakan Domestic Market Obligation
kepada ekportir yang akan melakukan ekspor CPO, RBD Olein
dan UCO, terbit pada 18 Januari 2022;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 terkait
kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp
14.000,-/liter yang diberlakukan untuk pasar modern dan
pasar tradisional, terbit 19 Januari 2022;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 terkait
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor,
terbit pada 8 Februari 2022;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah, pada tanggal 16
Maret 2022;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang
perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
19 tahun 2021, terbit pada 17 Maret 2022;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang
Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached
And Deodorized Palm QOil, Refined, Bleached And Deodorized
Palm Olein, dan Used Cooking Oil yang telah dicabut dan
diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30
Tahun 2022 tentang Ketentuan FEkspor Crude Palm Oil,
Refined, Bleached And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached
And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Qil, yang telah
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diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39
Tahun 2022;

e Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 terkait
pendistribusian minyak goreng curah untuk kebutuhan
masyarakat, usaha mikro kecil melalui skema pembiayan
melalui BPDPKS, terbit pada 18 Maret 2022;

e Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tetang
Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat, pada
tanggal 22 Mei 2022; dan

e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
57 /PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Bahwa sebagai upaya untuk mengendalikan ketersediaan bahan
pokok dalam hal ini yaitu minyak goreng, penerbitan kebijakan
oleh Pemerintah dengan menaikkan pajak ekspor minyak sawit
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.05/2022
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit,
berlandaskan untuk mendorong peningkatan pasokan bahan
dasar pokok dari minyak goreng sehingga diupayakan dapat
memberikan kestabilan harga minyak goreng serta pasokan
bahan baku. Sebagaimana hal ini merupakan bentuk penerbitan
kebijakan dengan berkoordinasi antara kementerian. Lebih dari
itu ketentuan Perpres 71/2015 yang mengutarakan terkait:
menetapkan kebijakan harga, mengelola stok dan logistik,
mengelola ekspor-impor telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Sebagaimana uraian diatas maka dalil Pemohon vang

menyatakan tindakan penimbunan/penyimpanan oleh pelaku

usaha dan jaringan distribusinya menyebabkan minyak goreng

menjadi langka apalagi ketika pemerintah menerapkan harga
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eceran tertinggi (HET) merupakan dalil vang kurang tepat karena

Pemerintah dibawah pengawasan DPR telah berupava dengan

melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diuraikan diatas

yang menyesuaikan dengan kondisi serta sebagai upava

mengantisipasi tidak terjadi kondisi vang tidak diharapkan di

masyarakat
7. Bahwa Pemohon mendalilkan jika terjadi kelangkaan dan berakibat

naiknya harga, tindakan penyimpanan yang dilakukan oleh pelaku
usaha dilarang sama sekali sesuai dengan maksud dan tujuan
adanya pelarangan, terlebih apabila penyimpanan yang dilakukan
dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar
(vide perbaikan permohonan hlm 6 dan 13). Terhadap dalil tersebut,
DPR menerangkan sebagai berikut:
a. Bahwa hukum adalah salah satu sarana yang dipergunakan
negara untuk menyelenggarakan fungsi guna mencapai tujuan.
. Hukum dimaksudkan, antara lain, untuk mengintegrasikan
dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat supaya tidak
terjadi benturan antar anggota atau antar komunitas yang
berada di dalam masyarakat, atau setidak-tidaknya benturan
tersebut dapat diminimalisasi. Selain itu dalam kehidupan
kenegaraan, hukum juga mengatur hubungan antara negara dan
masyarakat. Untuk maksud tersebut hukum mengorganisasikan
berbagai kepentingan dengan cara memberikan perlindungan di
satu pihak dan melakukan pembatasan di pihak lain. Hukum
memberikan perlindungan dengan memberikan kekuasaan
kepada subjek hukum tertentu dan membebankan kewajiban
kepada subjek hukum yang lain (vide Putusan MK Nomor
85/PUU-XI1/2013).
b. Bahwa sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha di Indonesia dalam

menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi
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dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan
pelaku usaha dan kepentingan umum.

Bahwa pelarangan sama sekali penyimpanan suatu barang
kebutuhan pokok dan/atau barang penting pada saat terjadinya
kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu

lintas perdagangan tanpa adanya Kkriteria jumlah dan/atau

waktu tertentu justru akan berakibat pada sulitnya masyarakat

untuk bertahan ketika terjadi kelangkaan, namun pembatasan-

pembatasan perlu dilakukan agar tidak terjadi penimbunan vang

berdampak pada semakin sulitnya kondisi masyarakat dalam

memenuhi kebutuhannya atas barang kebutuhan pokok

maupun barang penting.

Bahwa lemahnya pengawasan dalam penyimpanan dan
pendistribusian barang menjadi permasalahan dalam mencegah
adanya kecurangan-kecurangan pelaku usaha yang
mengakibatkan kelangkaan barang dan kenaikan harga barang.
Oleh karenanya, idealnya satgas pangan, Polri, maupun aparat
penegak hukum harus melakukan tindakan tegas bagi para
pelaku pelanggaran hukum.

Bahwa pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU
Perdagangan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal
107 UU Perdagangan:

“pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok
dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu
pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau
hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar
rupiah).”

Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 107 UU Perdagangan akan
memperkuat ketentuan Pasal 29 ayat (1) sehingga pelaku usaha
yang melanggar mendapatkan sanksi yang tegas.

Bahwa pelarangan atas penyimpanan barang kebutuhan pokok

dan/atau barang penting ini dilakukan dimulai sedari produsen
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sampai kepada pelaku usaha akhir. Ketentuan pelarangan ini
telah diatur secara harmonis dalam peraturan perundang-

undangan diantaranya UU Perdagangan dan UU Pangan

termasuk peraturan pelaksanaannya, dalam konteks
permasalahan tentang penyimpanan minyak goreng. Terkait
larangan  sekaligus juga ancaman hukum bagi pelaku
penimbunan pangan atau penyimpanan pangan pokok melebihi
jumlah maksimal sudah diatur juga secara jelas dan tegas
didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(selanjutnya disebut dengan UU Pangan) dalam Pasal 53 UU
Pangan:

“Pelaku usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan
Pangan pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52.”

Dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 133 UU Pangan yaitu:

“Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja menimbun atau
menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 dengan maksud untuk memperoleh
keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok
menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”
Oleh karena itu, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan
turut bersinggungan dengan UU Pangan dalam hal komoditas
pangan, dapat memberikan jaminan perlindungan hukum
terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan jaringan
perdagangan khususnya perdagangan komoditas pangan.
Bahwa adapun ketentuan Pasal 52 UU Pangan dalam hal
perdagangan pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata
cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh
pelaku usaha pangan yang diatur dengan atau berdasarkan pada
Peraturan Pemerintah. Kemudian pendelegasian lebih lanjut dari
Pasal 52 ayat (2) UU Pangan tersebut diatur di dalam Pasal 64,
Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (PP Ketahanan Pangan),
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yang pada intinya mengatur terkait dengan mekanisme, tata
cara, dan jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh
pelaku usaha diatur dengan peraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
Selain itu, pelarangan tersebut juga diatur dalam Pasal 15
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Penyediaan  Minyak Goreng Curah Untuk Kebutuhan
Masyarakat, Usaha Mikro, Dan Usaha Kecil. Jaminan atas
penegakan ketentuan tersebut diperkuat dengan tim pengawas
yang paling sedikit terdiri atas perwakilan dari Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdaganga,
Kementerian Keuangan, Satuan Tugas Pangan Kepolisian
Republik Indonesia, pemerintah daerah, dan BPDPKS.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13
Tahun 2022 (UU Pembentukan PUU), pengaturan materi muatan
mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-
undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah
kabupaten/kota. Sanksi pidana atas pelanggaran Pasal 29 ayat
(1) UU Perdagangan dikenakan pidana penjara paling lama 5
(ima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.
50.000.000.000,00 (lima puluh miliyar rupiah), maka
berdasarkan ketentuan dalam UU Pembentukan PUU
pengaturan ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan
berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, pelarangan penyimpanan
barang bahan kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam
Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan pada dasarnya tidak hanya

mengatur perdagangan minyak goreng saja tetapi komoditas
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perdagangan secara umum. Pelarangan penyimpanan diatas
batas jumlah dan waktu yang ditentukan tersebut dikuatkan
oleh pengaturan dalam peraturan perundang-undangan lainnya
yang mengatur secara spesifik komoditas perdagangan. Oleh

karena itu jika petitum Pemohon dikabulkan maka hal ini dapat

menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak terlindunginva

pihak-pihak pelaku perdagangan sampai kepada konsumen
akhir.
8.Bahwa dalam skala nasional, masalah yang timbul di bidang

ekonomi tidak sederhana. Perubahan orientasi perekonomian
nasional ke arah pasar ekspor, membawa berbagai konsekuensi
termasuk di dalamnya kebutuhan peningkatan kegiatan
perdagangan luar negeri. Secara umum, Kketidakpastian
perkembangan ekonomi dunia juga dilatarbelakangi oleh perubahan-
perubahan yang terus terjadi secara cepat, baik dalam kehidupan
politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
Dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional,
keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan
nasional juga akan tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi
dunia serta kemantapan sistem perdagangan internasional di
samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap
perkembangan yang ada. Salah satu faktor yang sangat
mempengaruhi perekonomian dunia, adalah tatanan atau sistem
yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar negara.
Tatanan dimaksud adalah General Agreement on Tariffs and
Trade/GATT (Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan).
Persetujuan tersebut terwujud dalam tahun 1947, dan Indonesia
telah ikut serta dalam persetujuan tersebut sejak tanggal 24
Pebruari 1950. Selain itu, Indonesia sebagai salah satu negara yang
menandatangani pembentukan organisasi perdagagan dunia (WTO)
sebagai rangkaian perundingan Putaran Uruguay yang dimulai sejak
Tahun 1986. Pengesahan persetujuan pembentukan organisasi

perdagangan dunia tersebut dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7
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10.

11.

Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World
Trade  Organization  (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi

Perdagangan Dunia).

. Bahwa dari segi tujuan, GATT dimaksudkan sebagai upaya untuk

memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil dan
menstabilkan sistem perdagangan internasional, dan
memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan
hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Sebagai tatanan
multilateral yang memuat prinsip-prinsip perdagangan
internasional, GATT menetapkan kaidah bahwa hubungan
perdagangan antar negara dilakukan tanpa diskriminasi (non
discrimination). Hal ini berarti, suatu negara yang tergabung dalam
GATT tidak diperkenankan untuk memberikan perlakuan khusus
bagi negara tertentu. Setiap negara harus memberikan perlakuan
yang sama dan timbal balik dalam hubungan perdagangan
internasional.

Bahwa dengan menyadari adanya perbedaan tingkat sosial ekonomi
negara-negara peserta GATT yang tidak memungkinkan
terlaksananya berbagai ketentuan dan disiplin yang telah diatur,
GATT mengakui perlunya perlakuan khusus dan berbeda bagi
negara-negara berkembang. Ketentuan GATT yang mengatur
perlakuan khusus ini mengakui adanya negara berkembang yang
memperoleh kondisi lebih menguntungkan dalam upaya mereka
memasuki pasar dunia bagi produk-produknya. Negara-negara maju
tidak boleh menerapkan hambatan terhadap ekspor komoditi primer
dan produk lain yang merupakan kepentingan khusus negara-
negara berkembang, dan khususnya negara-negara yang paling
terbelakang. Negara-negara maju juga tidak boleh mengharapkan
tindakan timbal balik dari negara-negara berkembang untuk
mengurangi atau menghapuskan hambatan yang berupa tarif atau
non-tarif.

Bahwa terjadinya kenaikan harga minyak goreng internasional,

berpengaruh pada harga minyak goreng nasional. Hal inilah yang
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12.

13.

harus dipahami bersama sehingga permasalahan minyak goreng
bukan permasalahan kelangkaan barang atau komoditas dagang
melainkan kenaikan harga nasional sebagai dampak dari
perdagangan global yang tidak bisa dihindari.

Bahwa terkait permintaan pemaknaan baru dalam ketentuan Pasal
29 ayat (1) UU Perdagangan yang dikemukakan pada bagian petitum
perbaikan  permohonan  Pemohon  sebagaimana  didalilkan
menyatakan frasa “pelaku usaha dilarang menyimpan barang
kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah waktu
tertentu” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang
tidak dimaknai, “penyimpanan barang oleh pelaku usaha dilarang
dalam hal terjadi kelangkaan barang, terjadi gejolak harga dan/atau
tidak terdapat hambatan lalu lintas perdagangan barang”, DPR
berpandangan bahwa diubahnya ketentuan yang menjadi parameter
jumlah dan waktu tertentu dengan “tidak terdapat hambatan lalu
lintas perdagangan barang”, maka hal ini menimbulkan suatu
permasalahan apabila terdapat suatu kendala dalam distribusi
komoditas dagang. Sebagai contoh, terjadinya bencana alam menjadi
salah satu kendala atas pengiriman atau pendistribusian barang
atau komoditas dagang ke daerah yang menjadi tujuan pengiriman
atau pendistribusian tersebut. Selain itu, apa yang diminta oleh
Pemohon dalam petitumnya ini termasuk pemaknaan baru terhadap
Pasal 29 ayat (1) UU Perdagangan yang sebenarnya merupakan
kewenangan pembentuk undang-undang yaitu DPR dan Presiden.
Oleh karenanya, seyogyanya Pemohon mengajukan usul perubahan
UU Perdagangan kepada DPR.

Bahwa terhadap permasalahan pangan, DPR khususnya Komisi IV
memberikan perhatian lebih dalam upaya membangun ketahanan
pangan nasional. Permasalahan tingginya harga minyak goreng yang
dihadapi oleh masyarakat Indonesia sejak awal tahun 2022 ini tidak
hanya menyita perhatian Komisi IV, namun juga Komisi VI dan
Komisi VII DPR. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi masyarakat Indonesia, DPR mendorong Pemerintah untuk
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14.

mengoptimalkan sediaan minyak nasional untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau dengan harga murah
serta mendorong perbaikan pengelolaan bahan pangan nasional dari
hulu ke hilir.

Bahwa pemerintah sejauh ini telah melakukan upaya untuk
menekan tingginya harga minyak goreng dan komoditas lainnya
yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat dan
perkembangan perekonomian nasional. Sebagai contoh, pada rapat
yang dilakukan di DPR pada 19 Mei 2022, Banggar DPR menyetujui
penambahan alokasi APBN untuk subsidi energi, yakni BBM, LPG,
dan listrik, untuk merespons kenaikan harga komoditas. Menteri
Keuangan dalam rapat tersebut menyampaikan usulan penambahan
bagi perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rpl8,6 triliun yang
diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada
20,65 juta kelompok penerima manfaat dan Bantuan Produktif

Usaha Mikro (BPUM).

D.PETITUM DPR

Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas, DPR memohon

agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memberikan

putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1.

Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya;

Menerima keterangan DPR secara keseluruhan;

Menyatakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512) tidak bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap

memiliki kekuatan hukum mengikat;
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5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara

republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et
bono).

Demikian keterangan dari DPR disampaikan sebagai bahan
pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

untuk mengambil keputusan.
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